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Rahmayanti (E 211 09 003), Strategi Peningkatan Retribusi (jasa) Pasar 
Niaga Daya di Kota Makassar). xiv+86+9+2+18 (1998-2011) Dibimbing oleh 
Drs. La Tamba, M.Si. dan Adnan Nasution, S.Sos, M.Si. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi peningkatan 
retribusi (jasa) pasar Niaga Daya di Kota Makassar yaitu bagaimana 
perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh PD.Pasar Makassar Raya 
terhadap peningkatan retribusi (jasa) pasar. 
Penelitian ini berlokasi di Pasar Niaga Daya dan Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya Kota Makassar dengan Unit Analisis yaitu organisasi 
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar yang berwenang 
melaksanakan pemungutan retribusi pasar. Penelitian ini merupakan penelitian 
Deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah 
penelitian, dan juga melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari acuan atau literatur yang berhubungan 
dengan materi dan dokumen yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya Kota Makassar, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan 
dengan penelitian. Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis 
menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh PD 
Pasar Makassar Raya dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi jasa 
pasar niaga Daya di Kota Makassar dalam hal penentuan target sudah maksimal 
dimana penentuan target yang dilakukan sesuai dengan kondisi pasar dan 
berdasarkan semua jenis potensi yang ada di pasar, namun dalam hal 
pelaksanaan SDM aparat atau petugas yang melaksanakan pemungutan belum 
maksimal karena dengan melihat kenyataan yang ada selama 4 tahun terakhir 
2009-2012 target dan realisasi retribusi pasar tidak pernah mencapai target. 
Adapun upaya yang dilakukan oleh PD Pasar Makassar Raya dalam 
meningkatkan penerimaan retribusi jasa Pasar Niaga Daya di Kota Makassar 
adalah sebagai berikut : Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-
potensi yang ada di pasar, Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan 
pendidikan dan pelatihan (Diklat), Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh 
wajib retribusi terhadap peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-
masing dalam membayar tagihan, Meratakan semua tarif retribusi jasa hariaN 
pasar kepada semua pedagang, baik yang menempati ruko, front toko, kios, lods 
dan pelataran, serta Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka 
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Rahmayanti (E 211 09 003), Strategy Improvement Levy (services) Commercial 
Market Power in Makassar). xiv+86+9+2+18 (1998-2011) Led by Drs. La Tamba, 
M.Si. dan Adnan Nasution, S.Sos, M.Si. 
  
 The purpose of this study was to analyze the strategy of increasing levies 
(services) market in Commercial Power Makassar is how planning and 
implementation by PD.Pasar Makassar Kingdom to increased levies (services) 
market. 
 
 This study unit is located in Commerce Market Power and Market Regional 
Company Makassar Makassar Kingdom the Regional Analysis of the 
organization's Corporate Markets Makassar Makassar Kingdom authorities carry 
out the collection of market fees. This research is descriptive. The type of data 
consists of primary data collected directly from research through interviews with 
informants related to the research problem, as well as through direct observation 
of the object of research.While the secondary data obtained from the references 
or literature-related materials and documents obtained from the Company's 
market area of Makassar Makassar Kingdom, as well as scientific papers related 
to the research. To analyze the data obtained by the writer used descriptive 
qualitative data analysis. 
 
 The results showed that the planning is done by PD Pasar Makassar 
Kingdom in order to increase revenue service levies commercial market power in 
the city of Makassar in determining the target has a maximum where the 
targeting is done in accordance with market conditions and on all kinds of 
potential in the market, but in terms of the implementation of the HR officer or 
officers who carry out the collection is not maximized due to the fact that there 
are over 4 years 2009-2012 targets and realization of levies never reach the 
target market. The efforts taken by PD Pasar Raya Makassar raise revenue 
service levy Commerce Market Power in Makassar are as follows: Optimizing 
revenue to explore potential that exist in the market, improve the quality of 
human resources to conduct education and training (Training), Implement 
compulsory socialization to all charges against government regulations and their 
respective obligations in paying bills , Flatten all levy rate services market daily to 
all traders, whether they occupy the shop, shop fronts, kiosks, lods, and the 
court, as well as promote cooperation with third parties in the development, 
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I.1.  Latar Belakang Masalah 
Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran 
paradigma dari sistem pemerintahan  yang bercorak sentralisasi mengarah 
kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan 
keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan 
bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada 
daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna 
penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan 
pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan 
pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. 
Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  
Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten 
merupakan peluang dan sekaligus tantangan.  Peluang disini bagi pemerintahan 
daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola 
sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai 
sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.(UU No 
32 Tahun 2004) 
Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah 
prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka 
melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara 
pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika 
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kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang 
dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus 
senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui 
penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan 
pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan 
petunjuk pelaksanaan. 
Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan 
penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah 
sendiri atau dapat pula dari luar  daerah. Sumber-sumber pendapatan yang 
dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil 
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak 
terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar 
Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu 
dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing. 
Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititip beratkan pada 
Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kota Makassar berupaya 
mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk 
pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus 
untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk PENYEDIAAN 
SARANA dan PRASARANA PERPASARAN khususnya PASAR TRADISIONAL. 
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Pembangunan  peremajaan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional 
ditengah-tengah menjamurnya pasar-pasar modern dewasa ini membutuhkan 
investasi besar, sementara disisi lain Pemerintah Kota Makassar menghadapi 
kendala dalam hal keterbatasan Finansial untuk melakukan investasi. 
Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Makassar membentuk 
PD.Pasar Makassar Raya berdasarkan Perda Nomor : 4 Tahun 1999, yang 
ditindak lanjuti dengan keluarnya SK. Walikota Makassar Nomor : 8175 Tahun 
1999 tanggal 11 Desember 1999.(PD.Pasar Makassar Raya) 
Kehadiran PD.Pasar Makassar Raya selain diharapkan dapat merumuskan 
formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan 
membangun sarana/prasarana perpasaran, PD.Pasar Makassar Raya juga 
diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi 
Pemerintah Kota dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah.  
Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar yang semakin pesat, 
PD.Pasar Makassar Raya juga dituntut untuk dapat mengubah image 
masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi 
PASAR YANG NYAMAN, AMAN, RAPI dan BERSIH. Untuk mencapai hal 
tersebut, maka PD.Pasar Makassar Raya senantiasa melakukan pendekatan 
yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. Pada pendekatan 
pencapaian target, program adalah suatu pendekatan yang dianggap paling 
strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan  
baik internal maupun eksternal. 
Proses pemungutan retribusi (jasa) di Kota Makassar belum terlaksana 
dengan baik, khususnya Pasar Niaga Daya, sehingga pemasukan retribusi (jasa) 
pasar tidak pernah mencapai hasil yang diinginkan selama 4 Tahun terakhir. 
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Hasil pemungutan retribusi (jasa) pasar Niaga Daya di Kota Makassar belum 
memenuhi target seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari penerimaan 
retribusi (jasa) pasar khususnya pada Pasar Niaga Daya Makassar selama 4 
tahun sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini :  
Tabel I.1. 
Perincian  penerimaan Target dan Realisasi Retribusi (jasa) Pasar pada 
Pasar Niaga Daya Makassar dari Tahun 2009-2012 
 
Tahun anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 
2009 327.179.500 294.802.500 90.1% 
2010 336.752.500 270.257.500 80.03% 
2011 366.642.200 218.110.500 59.5% 
2012 409.990.000 342.996.500 83,68% 
 Sumber : PD. Pasar Makassar Raya, 2013 
 
Berdasarkan tabel diatas penulis dapat menyimpilkan bahwa pemungutan 
retribusi (jasa) Pasar Niaga Daya belum optimal hal ini dapat dilihat pada tabel di 
atas dari tahun 2009-2012 realisasi retribusi pasar di Kota Makassar khususnya 
Pasar Niaga Daya Makassar tidak pernah memenuhi target. Hal ini disebabkan 
karena aparat petugas/sdmnya yang belum optimal dalam memungut jasadan 
kurangnya kesadaran wajib retribusi. 
 Padahal dengan melihat potensi yang ada di Pasar Niaga Daya yang 
begitu besar dengan jumlah pedagang yaitu 15.569 seharusnya dalam 
penerimaan terget dan realisasi dapat tercapai. Kita dapat melihat potensi yang 







Daftar Potensi Ruko, F.Toko, Kios, Lods, dan Pkl  pada Pasar Niaga Daya 
Kota Makassar Tahun 2012 
 
No Nama tempat aktif Tidak aktif jumlah 
1 Ruko 82 102 184 
2 F.toko 42 30 72 
3 Kios 67 857 924 
4 Lods 100 59 159 
5 Pkl  232 5 237 
 Jumlah 6.261 9.249 15.569 
Sumber Data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2013 
 
Dengan melihat tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa potensi 
yang ada dipasar Niaga sangat besar, tapi dengan melihat keadaan Pasar Niaga 
Daya pada tahun 2012 sudah banyak jenis potensi yang sudah tidak aktif. Tidak 
aktif maksudnya yaitu tempat itu  tidak ditempat lagi pedagang berjualan, atau 
tidak membayar jasa harian serta tidak membayar sewa tempat atau 
pembayarannya menunggak.  
Penulis tertarik mengangkat tema Retribusi (jasa) Pasar karena melihat 
proporsi dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber 
pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang  ada di Kota 
Makassar. Disamping itu penulis ingin mengetahui apakah pihak Perusahaan 
Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar sudah maksimal dalam memungut 
Retribusi jasa pada Pasar Niaga Daya. 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka dalam penelitian ini, penulis merasa 
tertarik untuk meneliti judul “Strategi peningkatan Rertribusi (jasa) Pasar  
Niaga Daya Di Kota  Makassar”. 
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I.2. Rumusan Masalah 
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan karya 
ilmiah ini dirumuskan masalah yaitu Bagaiamana strategi dalam meningkatkan 
penerimaan retribusi (jasa) Pasar Niaga Daya Di Kota Makassar? 
I.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan 
sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis strategi 
dalam meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) Pasar Niaga Dayadi Kota 
Makassar. 
I.4. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 
acuan untuk digunakan sebagai berikut: 
1. Akademis 
Secara akademis hasil peneliatian ini diharapkan berguna sebagai suatu 
karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan 
sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun 
pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama. 
2. Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Perusahaan 
Daerah Pasar Makassar Raya dalam upaya peningkatan pendapatan 
retribusi (jasa) pasar dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam 




BAB  II 
KERANGKA KONSEP 
II.1. Konsep Strategi 
II.1.1. Defenisi Strategi 
Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “Strategos” (stratos = militer dan 
ag = memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh 
para Jenderal perang yang membuat rencana untuk memenangkan perang. 
Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai 
perang, dimana Jenderal perang dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan 
perang. 
Hal ini pun ditegaskan pula oleh Bateman yang menyatakan : a strategy is 
a pattern of action and resource allocation designed to achieve the goals of 
organization (strategi adalah pola tindakan dan alokasi sumber data yang 
dirancang untuk mencapai tujuan organisasi). Karena strategi adalah suatu alat 
untuk mencapai tujuan baik itu tujuan organisasi atau perusahaan, maka strategi 
memiliki beberapa sifat antara lain : 
a. Menyatu (unified), yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam 
suatu organisasi atau perusahaan. 
b. Menyeluruh (comprehensive), yaitu mencakup seluruh aspek dalam 
suatu organisasi atau perusahaan. 
c. Integral (integrated), yaitu seluruh strategi akan cocok / sesuai dari 
seluruh tingkatan (corporate, business, dan functional). 
8 
 
Strategi pertama kali digunakan dalam dunia militer, sedangkan organisasi 
baru mulai mengadopsinya pada pertengahan tahun 60-70an. Salah satu alasan 
mengapa pentingnya mempelajari strategi adalah strategi sebagai suatu 
kerangka kerja (frame work) dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap 
masalah yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan, terutama yang 
berkaitan dengan persaingan.  
Adapun Hamel dan Prahalad (1995) mengemukakan bahwa : Strategi 
merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus 
menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan 
oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi 
hampir selalu dimulai dari “apa yan dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang 
terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen 
memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari 
kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. 
Learned, Christensen, Andrews, dan Guth (1965), menyatakan bahwa 
strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan 
demikian, salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut 
harus ada atau tidak ada. 
Barry (1986), mengungkapkan definisi strategi sebagai berikut : strategy is 
plan of what an organization intends to be in the future an how it will get there 
(Strategi adalah rencana tentang apa yang dicapai atau hendak menjadi apa 
suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan 
yang diinginkan tersebut (rule). 
Sangkala mengemukakan bahwa strategi aktualnya melekat di seluruh 
aktivitas penting dari peusahaan. Strategi memberikan satu pemahaman akan 
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pentingnya kesatuan, arah, tujuan dan juga memfasilitasi perubahan yang 
dibutuhkan oleh perusahaan. 
Untuk memahami makna strategi, paling tidak menurut Arnold Hax dapat 
dipahami dalam enam konsep utama sebagai berikut : 
1. Strategi dipahami dalam satu rangkaian, satu kesatuan, dan pola-pola 
pengambilan keputusan yang terintegrasi. 
2. Strategi sebagai alat dalam menentukan tujuan perusahaan, dalam 
pengertian tujuan jangka panjang. 
3. Strategi sebagai penentu domain daya saing perusahaan yang 
biasanya menunjuk pada upaya untuk menjawab pertanyaan apa 
bisnis kita saat ini, dan apa bisnis yang seharusnya kita geluti. 
4. Strategi sebagai suatu bentuk respon terhadap peluang dan 
tantangan dari luar perusahaan, respon terhadap kekuatan dan 
kelemahan dari dalam perusahaan untuk mencapai daya saing. 
5. Strategi sebagai sistem yang logis untuk membedakan tugas-tugas 
manajerial pada tingkatan perusahaan, bisnis, dan pada tingkatan 
fungsional. 
6. Strategi sebagai penentuan kontribusi yang bersifat ekonomi dan non 
ekonomi dari perusahaan kepada stakeholdernya. 
Akhirnya definisi strategi penulis tutup dengan kesimpulan penulis sendiri, 
bahwa strategi adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi 
secara terus menerus guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi dan 
senantiasa memfasilitasi perubahan yang dibutuhkan perusahaan atau 




II.1.2. Penentuan Isu Strategis 
Dalam bukunya Tedjo, Tripomo, dan Udan, mengemukakan bahwa 
pengamatan lingkungan biasanya menghasilkan sejumlah situasi lingkungan 
yang diduga berpengaruh terhadap organisasi. Tahap selanjutnya yang perlu 
dilakukan adalah menyeleksi informasi  tersebut sehingga terpilih beberapa 
situasi lingkungan atau yang biasa disebut isu strategis. 
Isu strategis dapat ditentukan oleh beberapa hal, antara lain : melalui misi 
perusahaan, analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Berikut 
adalah penjelasannya : 
1) Analisis Lingkungan ( Analisis SWOT ) 
Lingkungan adalah salah satu faktor terpentingn untukng menunjang 
keberhasilan perusahaan / organisais dalam persaingan. Buku “The Art of 
War” Sun Tzumengatakan bahwa ketahuilah musuh, diri sendiri, daerah dan 
cuaca dengan baik, maka akan diperoleh kemenangan total. Lingkungan 
tersebut dibagi dua, yaitu : 
a. Lingkungan Internal :  
Lebih pada analisis intern perusahaan / organisasi dalam rangka 
menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap 
divisi. Analisa ini berusaha untuk menjawab pertanyaan “apa yang  
membuat kami berbeda ?” Intinya adalah mencari “keunggulan dan 
kelemahan perusahaan atau organisasi”. 
Adapun yang dapat dijadikan indikator dalam melihat lingkungan 
internal menurut J. David Hunger & Thomas L. Wheenlen, yaitu : 
struktur, budaya, sumber daya. 
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a) Struktur : Cara bagaimana perusahaan diorganisasikan, sering 
disebut rantai perintah dan digambarkan secara grafis dengan 
menggunakan bagan organisasi. 
b) Budaya : Pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan 
oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus 
memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima 
anggota dari manajemen puncak sampai karyawan operatif. 
c) Sumber Daya : Aset yang merupakan bahan baku bagi produksi 
barang dan jasa organisasi. Aset ini meliputi keahlian orang, 
kemampuan, bakat manajerial, seperti aset keuangan dan fasilitas 
pabrik dalam wilayah fungsional. 
b. Lingkungan Eksternal  
Suatu kekuatan yang berada di luar perusahaan / organisasi dimana 
perusahaan tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya 
(Uncontrolable) sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada 
lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja semua perusahaan. 
Lingkungan eksternal dapat dianalisis dengan melihat peluang 
(Opportunity) dan ancaman (Threat). 
Menurut J. David Hunger  Thomas L. Wheelen, variabel-variabel 
yang dijadikan indikator dalam melihat lingkungan eksternal adalah : 
lingkungan kerja dan lingkungan sosial. 
a) Lingkungna Kerja : Terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang 
secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi 
utama organisasi. Beberapa elemen tersebut adalah pemegang 
saham, pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, 
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kreditur, serikat buruh, kelompok kepentingan khusus, dan asosiasi 
perdagangan. 
b) Lingkungan sosial : Terdiri dari kekuatan umum – kekuatan itu tidak 
berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek 
organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-
keputusan jangka panjang. Antara lain kekuatan ekonomi, 
sosiokultur, teknologi dan politik-hukum dalam hubungannya dengan 











 Tentukan faktor-faktor 
kekuatan internal 
WEAKNEES (W) 
 Tentukan faktor-faktor 
kelemahan internal 
OPPORTUNIES (O) 
 Tentukan faktor-faktor 
peluang ekternal 
STRATEGI SO 










 Tentukan faktor-faktor 
peluang ekternal 
STRATEGI ST 
Cipatakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
utnuk mengatasi acaman 
STRATEGI WT 





Sumber : Freddy Rangkuti. 1997. Analisis SWOT : Teknik Membedah kasus 
Bisnis – Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk 







Tedjo Tripomo & Udan, mengemukakan pengertian dari visi yaitu 
menunjukkan bayangan, keinginan atau cita-cita akan menjadi seperti apa 
organisasi masa depan. Catatan lain tentang visi adalah : 
a. Visi menunjukkan arah strategis. 
b. Visi lebih menunjukkan apa yang ingin dicapai (what) bukan bagaimana 
mencapainya (how). 
c. Visi dan goal berbeda dalam jangka waktu pencapaian. 
d. Visi merupakan representasi dari keyakinan mengenai bagaimanakah 
seharusnya betuk organisasi di masa depan. 
3) Misi 
Tedjo Tripomo & Udan mengemukakan misi adalah pernyataan yang 
menunjukkan maksud didirikannya/dibentuknya organisasi dan lingkup 
bisnis/kegiatan yang harus dijalankan atau yang justru tidak boleh dijalankan 
oleh organisasi. 
 
II.1.3. Perumusan Strategi 
Tedjo Tripomo & Udan mengemukakan bahwa tahapan manajemen 
strategik diawali dengan perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses 
memilih POLA TINDAKAN UTAMA (strategi) untuk mewujudkan visi dan misi 
organisasi. Kenyataannya perumusan strategi dapat dimulai dari mana saja, bisa 
dimulai dari kondisi lingkungan internal (Strength, Weakness) dan kondisi 
lingkungan eksternal (Opportunity, Threat) atau bahkan strategi itu sendiri. 
Namun yang terpenting pilihan strategi akhirnya harus saling sesuai dengan 
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Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman yang ada dan tujuan (visi-misi-hoal) 
yang ingin dicapai. 
 
Gambar 1 
Strategi dan Kesesuaian 
 
Sumber : Tedjo Tripomo & Udan. 2005. Manajemen Strategi. Bandung : 
Rekayasa Sains. 
 
Penjelasan gambar : 
Perumusan strategi dapat dimulai darimana saja, bisa dimulai dari SW, OT 
atau bahkan dari strategi itu sendiri. Namun yang terpenting seperti yang dilihat 
pada gambar di atas, pilihan strategi akhirnya HARUS SALING SESUAI dengan 
Peluang – Ancaman yang ada. Kekuatan-Kelemahan yang dimiliki dan Tujuan 
yang ingin dicapai. 
J. David Hunger & Thomas L. Wheelen mengemukakan bahwa perumusan 
strategi juga sering kali di tunjukkan sebagai perencanaan strategi atau jangka 
panjang. Proses perumusan strategi berurusan denagn pengembangan misi, 
tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Agar ini tercapai pembuat strategi 
harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman kunci) pada  situasi sekarang. Berikut penjelasan 
mengenai misi, tujuan, strategi, dan kebijakan menurut J. David Hunger & 
Thomas L. Wheelen : 
 









a) Misi : 
Tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun 
dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan 
suatu perusahaan dengan perusahaan lain. 
b) Tujuan :  
Hasil akhir aktivitas perencanaan. 
c) Strategi perusahaan :  
Rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan 
mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan 
kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. 
d) Kebijakan : 
Aliran dari strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan 
keputusan organisasi secara keseluruhan. 
 
II.2. Fungsi- Fungsi Manajemen 
 Untuk lebih jelasnya fungsi manajemen yang dikemukakan George R. 
Terry bukunya yang berjudul “Principlis of Management”, yang merumuskan 
fungsi-fungsi manajemen yang disingkat POAC yaitu perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. 
II.2.1 Perencanaan (Planning) 
Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan 
program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksnakan, 
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penetuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode 
yang dikuti dalam usaha pencapaian tujuan.  
Menurut Maringan Masry Simbolon (2003:38) bahwa : 
“Planning dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan 
penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan dikerjakan di masa 
yang datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. 
 
G.R Terry mengemukakan bahwa; 
“Perencanaan (planning) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan 
membuat serta mengunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan jalan 
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan 
untuk mencapai hasil yang diinginkan”. 
 
Dengan perencanaan perlu dilakukan dengan cermat dan matang serta 
berorientasi kedepan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
Hasibuan menerangkan dalam bukunya Manajemen Dasar, Pengertian 
dan Masalah bahwa: 
“Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi 
pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Jadi, 
setiap perencanaan mengandung dua unsur, yaitu: tujuan dan pedoman”. 
 
Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubung-
hubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, kemudian membuat 
perkiraan dan peramalan tentang keadaan perumusan tindakan untuk masa 
yang akan datang yang mungkin diperlukan untuk mencapai hasil dikhendaki. 
Perencanaan merupakan tugas seorang manajer untuk menentukan 
pilihan dan berbagai alternatif, kebijaksanaan, prosedur, dan program. 
Perencanaan juga merupakan keseluruhan proses perkiraan dan penentuan 
seacara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang 
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Athoillah Anton dalam 
bukunya Dasar-Dasar Manajemen 2010). 
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Perencanaan memberikan manfaat yang banyak bagi organisasi, 
diantaranya ialah: 
1. Penentuan tujuan organisasi sebagai tolak ukur perencanaan. 
2. Upaya meletakkan landasan kebijakan dan langkah-langkah 
operasional kerja, 
3. Pengukuran kemampuan bagi efektivitas dan efesiensi kerja. 
4. Kepastian tindakan yang relevan dengan tujuan yang telah 
ditetapkan, 
5. Harapan memperoleh kemajuan, 
6. Hasil yang direncakan, 
7. Pengawasan penilaian terhadap hasil yang dicapai, 
8. Menghilangkan ketidakpastian, 
9. Membentuk hari depan, 
10. Sebagai alat untuk mencegah pemborosan tenaga, waktu, dan biaya, 
11. Mudah mengukur prospek kedepan dalam suatu organisasi, 
12. Penentuan pilihan dalam memecahakan masalah, 
13. Standarisasi kegiatan dan prioritas kebutuhan organisasi, 
14. Dapat dijadikan dasar penjabaran program kerja secara sistematis 
dalam suatu organisasi, 
15. Pembagian tugas dan keahlian yang akurat, 
16. Usaha untuk menyediakan sarana dan prasarana kegiatan yang 
disesuiakan dengan rencana, 
17. Melahirkan produktivitas kerja yang baik, 
18. Memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai seluruh 
kegiatan yang akan dikerja 
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II.2.2. Pengorganisasian (Organizing) 
Mengorganisasikan (organizing) adalah suatu proses menghubungkan 
orang-orang yang terlibat dalam organsasi tertentu dan menyatupadukan tugas 
serta fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan 
pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci 
berdasarkan bagiandan bidangnya masing-masing sehingga terintegrasikan 
hubungan-hubungan kerja yang sinergis, koperatif yang harmonis dan seirama 
dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. 
Menurut Maringan Masry Simbolon (2003:37) bahwa: 
“Pengorganisasian adalah pengaturan setelah ada rencana”. Dalam hal 
ini diatur dan ditentukan tentang apa tugas pekerjaannya, macam/jenis 
serta sifat pekerjaan, unit-unit kerjanya (pembentukan bagian-bagian), 
tentang siapa yang akan melakukan, apa alat-alatnya, bagaimana 
keuangannya, dan fasilitas-fasilitasnya. 
Menurut Terry (1999: 82), pengorganisasian adalah : 
“Pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh 
anggota kelopok pekerja, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan 
diantara mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya”. 
 
Dalam pengorganisasian dilakukan hal-hal berikut. 
1. Penerimaan fasilitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan 
untuk melakanakan rencana. 
2. Pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi 
yang teratur. 
3. Pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi. 
4. Penetuan metode kerja dan prosedurnya. 
5. Pemilihan, pelatihan, dan pemberian informasi kepada staf. 
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Fungsi organisasi dapat diartikan bermacam-macamditentukan (Athoillah 
Anton dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen 2010). 
1. Organisasi dapat diartikan sebagai memberi struktur, terutama 
dalam penyusunan/penempatan personal, pekerjaan-pekerjaan, 
material, dan pikiran-pikiran di dalam struktur itu. Umpanya dalam 
pembentukan suatu panitia : bagaimana susunan atau 
organisasinya, siapa yang menjadi pelindung, penasehat, ketua, 
panitia, bendahara, komisaris dan lainnya. Ditentukan pula 
bagaimana hubungan kerja antara anggota-anggota panitia 
tersebut. 
2. Organisasi dapat pula ditafsirkan sebagai menempatkan 
hubungan antatra orang-orang. Kewajiban, hak, dan tanggung 
jawab masing-masing anggota disusun menjadi pola-pola kegiatan 
yang tertuju  pada tercapainya tujuan atau maksud kegiatan 
pendidikan dan pengajaran. 
3. Organisasi dapat juga diartikan sebagai alat mempersatukan 
usaha-usaha untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Dengan 
demikian, organisasi adalah wadah aktivitas-aktivitas yang 
menyusun dan membentuk hubungan-hubungan fungsional 
sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud 
dan tujuan pendidikan. 
Proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu : 
1. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan 
setiap individu dalam mencapai tujuan organisasi. 
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2. Pembagian beban pekerjaan yang menjadi kegiatan-
kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh 
setiap individu. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu 
berat sehingga dapat diselesaikan, atau terlalu ringan 
sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi 
biaya yang tidak perlu. 
3. Pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja 
sehingga ada koordinisi pekerjaan para anggota organisasi 
menjradi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme 
pengorganissasian ini akan membuat para anggota 
organisasi memahami tujuan organisasi dan mengurangi 
ketidak efisiensian dan konflik. 
II.2.3. Pelaksanaan/Penggerakan (Actuating) 
Penggerakan (Actuating)  adalah kegiatan yang menggerakkan dan 
mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Para 
pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana 
dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, 
dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusian yang baik, 
kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan 
isntruksi serta mengadakan supervisi, dengan meningkatkan sikap dan moral 
setiap anggota kelompokditentukan (Athoillah Anton dalam bukunya Dasar-Dasar 
Manajemen 2010).  
Masalah penggerakan/pelaksanaan sangat berkaitan dengan manusia 
dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks. Dengan demikian dalam 
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pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, pelaksanaan merupakan kegiatan yang 
paling sering dilakukan. 
G.R Terry (2005: 4) menerangkan bahwa :              
“Penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau 
bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai 
tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisai”. 
 
Tjokroamidjojo Bintoro (1995:98) mendefinisikan pelaksanaan seebagai : 
“Suatu proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni 
yang berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan maka 
kebijaksanaan diturunkan dalam program”. 
 
Dengan demikian dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pelaksanaan/penggerakan selalu berhubungan dengan sumber daya 
manusia.   
 
II.2.4. Pengawasan (Controling)   
Pengendalian (controling), yakni meneliti dan mengawasi agar semua 
tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai 
dengan deskripsi kerja masing-masing personal. Pengendalian dapat dilakukan 
kepada bawahannya, demikian pula bawahan dapat melakukan upaya kritik 
kepada atasannya. Pengawasan melekat lebih menitikberatkan kesadaran dan 
keikhlasan dalam bekerjaditentukan (Athoillah Anton dalam bukunya Dasar-
Dasar Manajemen 2010). 
Menurut G.R Terry (2005:242) mengemukakan bahwa pengawasan 
adalah : 
“Sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa 
yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa 
bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai 




Dalam Harold Koontz and Cyril O’Donnel (2005:241) menyebutkan 
bahwa: 
“Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan  terhadap pelaksanaan 
kerja bawahan, agar rencana-rencana yang tealh dibuat untuk mencapai 
tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara’. 
 
Pengawasan adalah suatu kegiatan menejer yang mengusahakan agar 
pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan 






6. Mengatur, dan 
7. Mencegah sebelum terjadi kegagalan. 
Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal 
mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun 
sebelumnya. Hasibuan menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Manajemen 
Dasar, Pengertian dan Masalah ada 4 fungsi pengawasan sebagai berikut: 
1. Menetukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengawasan, 
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang dicapai, 
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan 
menentukan penyimpangan jika ada, 
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar 
pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. 
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Pengawasan dapat dibagi tiga, yaitu: (1) pengawasan yang bersifat top 
down, yakni pengawasan yang dilakukan dari atasan langsung kepada 
bawahannya. (2) bottom up, yaitu pengawasan yang dilakukan dari bawahan 
kepada atasan,(3) pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang termasuk 
kepada self control, yakni atasan maupun bawahan senantiasa mengawasi 
dirinya sendiri. Pengawasan ini lebih dititikberatkan pada kesadaran pribadi, 
introspeksi diri, dan menjadi suri tauladan bagi orang lain. 
II.3. Konsep Keuangan Daerah 
 Keungan daerah adalah  semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak-
hak dan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 butir 5 PP No. 58 Tahun 2005) . 
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1). 
Pengertian keuangan  daerah tersebut lebih luas dari pada pengertian 
keuangan daerah menurut PP No. 105 Tahun 2000 yang hanya beruang lingkup 
APBD. Sedangkan pengertian keuangan Daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 
mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu meliputi: 
 Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 
melakukan pinjaman. 
 Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. 
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 Penerimaan daerah. 
 Pengeluaran daerah. 
 Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, 
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai 
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 
daerah. 
 Kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh pemerintah daerah dan/atau 
kepentingan umum. 
Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat empat asas pengelolaan 
keuangan daerah yaitu: 
1. Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah 
2. Asas umum APBD 
3. Asas umum Pelaksanaan APBD 
4. Asas umum pentausahaan Keuangan Daerah. 
II.4. Konsep Pendapatan Asli Daerah 
 Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintah daerah, daerah 
diberikan kewenangan untuk mencari dan mengembangkan penerimaan-
penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang sering kita sebut dengan 
pendapan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD 
adalah pendapatan yang dikelola daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang 
perimbangan keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada pasal 
6 dijelaskan pula, bahwa: 
“Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola daerah 
melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, 
dan hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang sah”. 
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang  
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, yang 
bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 
pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 
desentralisasi. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat 
penting karena perolehannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang 
tersedia dan dibenarkan oleh Undang-Undang maupun potensi yang 
dimungkinkan sumber daya manusia di setiap daerah. 
Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah, sumber-sumber PendapatanAsli Daerah (PAD) terdiri dari: 
1. Pajak daerah 
2. Retribusi daerah 
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
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II.5. Konsep Retribusi Daerah 
 Kebijkan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan 
masyarakat dan aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa 
menunjukan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga 
dapat memberikan insentif pajak dan retribusi daerah, mengupayakan menjadi 
daerah yang diminati oleh pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya.  
Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada 
negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. 
Menurut Marihot Pahala Siahaan (2009, 616) bahwa: 
“Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 
Sedangkan menurut Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Keuangan 
Daerah’ (2010: 25) mengatakan bahwa : 
“Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah 
daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu 
yang disediakan pemerintah”. 
Dari pendapat para ahli diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa retribusi 
daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh 
secara langsung  oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah 
daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, atau usaha milik 
daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. 
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Khusus pajak dan retribusi dasar hukum pemungutannya berdasarkan UU 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sedangkan aturan pelaksanaannya diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tantang Pajak Daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah. 
Seperti halnya pajak daerah, retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintah di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaanya di masing-masing 
daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah 
yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah 
menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 antara lain: 
1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
2. Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
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4. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 
pula disediakan oleh sektor swasta. 
5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 
dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, saran, atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
 
Demikian pula, dari pendapat-pendapat diatas dapat diikhtisarkan ciri-ciri 
pokok Retribusi Daerah sebagai berikut: 
1. Retribusi dipungut oleh daerah, 
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang 
langsung dapat ditunjuk, 
3. Retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau 
mengeyam jasa yang disediakan daerah. 
Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, tidak dapat berlaku surut, 
dan peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengenai : 
1. Nama, objek, dan subjek retribusi; 
2. Golongan retribusi, jasa umum, jasa usaha, dan petizinan tertentu; 
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan; 
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besaran tarif; 
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 
6. Wilayah pemungtan; 
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7. Tata cara pemungutan; 
8. Sanksi administrasi; 
9. Tata cara penagihan; 
10. Tanggal mulai berlakunya. 
Selain itu, peraturan daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan 
mengenai: 
1. Masa retribusi; 
2. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal 
tertentu; 
3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, yaitu 
melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya. 
Tata cara dan pemungutan dan pemungutan retribusi tidak dapat 
diborongkan, artinya bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan tidak 
diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat 
ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, 
kupon atau kartu langganan. 
 Dalam hal wajib pajak tidak membayar pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi 2 % setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak 
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi 
daerah. 
 Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah 
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daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi adalah berbagai 
jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah pemda. 
II.6. Objek dan Golongan jasa Retribusi Daerah 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan 
bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh 
pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah 
dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentuyang merupakan 
pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. 
Jasa retribusi daerah tersebut dibagi menjadi tiga golongan,yaitu: 
1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta. 
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya 
alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Jenis-jenis retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum: 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan: 
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c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil; 
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat; 
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
f. Retribusi Pelayanan Pasar; 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan 
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 
2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha: 
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
c. Retribusi Tempat Pelelangan; 
d. Retribusi Terminal; 
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa; 
g. Retribusi Penyedotan Kakus; 
h. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; 
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air; 
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan 
m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu: 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
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b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
c. Retribusi Izin Gangguan; dan 
d. Retribusi trayek. 
Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umun, retribusi jasa usaha, dan 
retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan 
criteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa 
usahadengan peraturan pemeritah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam 
penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan 
disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Adapun 
penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan pemerintah dilakukan 
karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah 
tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait. 
Jenis-jenis pelaksanaan retribusi yang telah dikelola dan diusahakan oleh 
kota Makassar dibagi dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut: 
1. Retribusi Jasa Umum 
a. Retribusi pelayanan kesehatan 
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  
c. Retribusi penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil 
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 
e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 
f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran  
g. Retribusi pengujian kapal perikanan 
h. Retribusi jasa ketatausahaan 
i. Retribusi ketenagakerjaan 
j. Retribusi informasi dan komunikasi 
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2. Retribusi Jasa Usaha 
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 
b. Retribusi tempat pelelangan ikan  
c. Retribusi penyediaan/penyedotan kakus 
d. Retribusi pemeriksaan hewan/daging 
e. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 
f. Retribusi penyeberangan diatas air 
3. Retribusi Perizinan Tertentu 
a. Retribusi izin mendirikan bangunan 
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 
c. Retribusi izin gangguan/keramaian 
d. Retribusi izin trayek 
e. Retribusi izin jasa konstruksi 
f. Retribusi izin perindustrian dan perdagangan 
 
II.7. Konsep Retribusi (jasa)  Pasar 
Sebelum melangkah jauh membahas tentang retribusi pasar, terlebih 
dahulu penulis memberikan defenisi pasar. 
Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, pasar adalah: 
“Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas 
barang yang diperdagangkan”. 
Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau 
jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan setujui oleh 
kedua belah pihak yang bertransaksi. 
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Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menejelaskan bahwa: 
“Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan 
oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara 
langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yang berbentuk 
kios, los dan bentuk bangunan  lainnya” 
Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, adalah: 
“Pembayaran atas pelayanan penyedian fasilitas pasar berupa pelataran 
dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan 
untuk pedagang”(Perda No.3 Tahun 2001). 
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu 
jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang 
dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana 
berupa peralatan, los yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang khusus 
disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha 
Milik Daerah dan pihak Swasta, fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh 
pemerintah daerah untuk pedagang yaitu kenyaman, penerangan umum, 
penyedian air, telepon, kebersihan dan penyedian alat-alat pemadam kebakaran. 
Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha 
atau retribusi perizinan tertentu. 
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. 
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan 
yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani 
kepentingan dan kemanfaatan umum. 
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4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 
5. Retribusi tidak bertantangan dengan kebijakan nasional tenteang 
pelaksanaannya.  
6. Retribusi dapat dipungut sacara efektif dan efisien, serta merupakan 
salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyedian jasa tersebut dengan 
tingkat dan kualitas layanan yang baik.  
Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi 
atau badan yang menggunakan fasilitas pasar, sedangkan obyek retribusi pasar 
meliputi: 
1. Penyedian fasilitas pasar/tempat (kios, los, front toko, dan pelataran) 
pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. 
2. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang 
dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar. 
3. Keramaian pasar. 
4. Biaya balik nama pemakai. 
Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan 
retribusi pasar dalam memenuhi anggaran daerah khususnya di Kota Makassar, 
maka di tunjuk Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar untuk 
mengelola, memungut, dan mengawasi jalannya retribusi tersebut. 
II.8. LANDASAN HUKUM 
1. Peraturan daerah Nomor: 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya. 
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2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 9 Tahun 2000 tentang 
ketentuan-ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian 
PD.Pasar Makassar Raya. 
3. Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2000  tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 4 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya 
Tingkat II Ujung Pandang. 
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 12 Tahun 2004 tentang 
Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar. 
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor : 12 Tahun 2006  tanggal 27 Maret 
2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Pasar 
Makassar Raya Kota Makassar. 
6. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 8175 Tahun 1999 tanggal 
11 Desember 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. 
Pasar Makassar Raya Kota Makassar. 
7. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 13/S.Kep/511.2/2001 
tanggal 17 Januari 2001 tentang Pemisahan Sebagian Barang Milik 
Pemerintah Kota Makassar kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar 
Raya. 
8. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 452/S.Kep/511.2/2001 
tanggal 8 Mei 2001 tentang Penunjukan PD.Pasar Makassar Raya 
sebagai Pengelola Pasar Milik Pemerintah Kota Makassar. 
9. Keputusan Walikota Makassar Nomor : 741/S.Kep/030/2002 tanggal 3 
Desember 2003 tentang Pemisahan Sebagaian Barang Milik Pemerintah 
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Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota 
Makassar. 
10. Keputusan Walikota Makassar Nomor : 15/S.Kep/511.2/2005 tentang 
Pengesahan Tarif Sewa dan Jasa Pelayanan Daerah Pasar Makassar 
Raya Kota Makassar. 
II.9. KERANGKA PIKIR 
 Kerangka konsep yang dirumuskanoleh penulis menggunakan teori 
fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan George R. Terry bukunya yang 
berjudul “Principlis of Management”, yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen 
yang disingkat POAC yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
pengawasan. Kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang  “Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah 
yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil 
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”. 
Disini penulis lebih memfokuskan pada fungsi perencanaan dan 
pelaksanaan yaitu : 
1. Perencanaan (Planning) 
Perencanaanmerupakan fungsi pokok dari suatu organisasi/perusahaan 
dalam mencapai tujuannya. Dengan perencaanaan yang baik dan matang 
suatu perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. Dimana perencanaan yang ditentukan oleh PD.Pasar Makassar 
Raya diharapkan dapat menjadi patokan dalam menjalankan tugasnya 
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yaitu pemungutan retribusi (jasa) Pasar Niaga Daya di Kota Makassar dan 
dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu 
target yang telah ditentukan. 
2. Pelaksanaan (Actuating) 
Pelaksanaan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang 
mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan 
tenaganya. Pelaksanaan disini yaitu Bagaimana sumber daya manusia 
dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan perusahaan. 
Adapun kerangka konsep agar apa yang uraikan dapat dipahami dan 































III.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya kota Makassar, yang beralamat di jalan urip sumiharjo No. 8 
Makassar. Hal ini didasarkan karena instansi tersebut diberi kewenangan untuk 
melakukan pengelolaan terhadap retribusi (Jasa)  pasar dan Pasar Niaga Daya 
di Kota Makassar. 
III.2. Tipe peneletian 
Tipe peneletian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif, dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau 
penjelesan mengenai keadaan objek atau permasalahan yang diteliti 
berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya.  
III.3. Unit analisis 
Unit analisis pada penelitian ini adalah “organisasi”, yaitu perusahaan 
daerah pasar makassar raya kota makassar. Penentuan unit analisis ini 
didasarkan pada tugas dan fungsi perusahaan daerah pasar makassar raya 
sebagai pelaksana dan bertanggungjawab terhadap pemungutan retribusi (jasa) 





III.4. Informan  
Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kepala bagian penagihan  
2. Kepala bagian pembukuan dan pelaporan 
3. Kepala bidang anggaran 
4. Kepala Pasar Niaga Daya 
5. Koor.Pasar Niaga Daya 
6. Petugas penagih/kolektor 
7. Pedagang pada  Pasar Niaga Daya Makassar 
III.5. Fokus Penelitian 
Secara ilmiah fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam 
pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data apa yang diambil. 
Dalam pemakaian praktis, Fokus Penelitian dapat berperan menjadi penghilang 
bias dalam mengartikan suatu ide/maksud yang biasaya dalam bentuk tertulis. 
Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep 
penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan Fokus 
Penelitian sebagai berikut : 
Adapun indikator yang akan diteliti dalam pendekatan sasaran ini yaitu : 
1. Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar  yang 
melakukan pemungutan retribusi pasar serta melakukan pengawasan 
terhadap jalannya pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar. 
2. Strategi peningkatan adalah : tindakan yang diambil oleh perusahaan 
atau organisasi secara terus menerus guna mencapai tujuan organisasi 
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dan senantiasa memfasilitasi perubahan yang dibutuhkan perusahaan 
atau organisasi guna mencapai tujuan organisasi. 
3. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat 
serta mengunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan jalan 
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan 
untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini PD.Pasar Makassar 
Raya membuat suatu perencanaan dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah di tentukan dengan merencanakan target setiap tahunnya yang 
akan dicapai. 
4. Pelaksanaan merupakan faktor utama dalam suatu organisasi dalam  
menajalakan fungsi dan tugas suatu organisasi dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi. 
 
III.6. Teknik pengempulan data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang 
dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang 
akan dilakukan. 
2. Observasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh 
keterangan yang relevan dengan objek peneletian. 
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 




III.7 Jenis dan sumber data 
Ada dua jenis data penelitian yang dilakukan yaitu: 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian melalui wawancara dan observasi dengan informan utntuk 
memperoleh data yang sebenarnya dilapangan. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan acuan dan 
literatur yang berhubungan dengan materi dan dokumen dari Perusahaan 
Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar. 
III.8. Teknik analisis data 
Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan 
analisa data deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa 
penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang 
diperoleh melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi, dengan 
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 
diri sendiri maupun orang lain. Yang berperan selaku pendukung data yang lain, 










 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 Yang menjadi gambaran umum dalam lokasi peneletian ini adalah Pasar 
Niaga Dan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya. 
  
IV.1.1. Keadaan Umum Pasar Niaga  Daya 
 Pasar Niaga Daya merupakan salah satu pasar tradisonal yang ada di 
kota Makassar. Dimana Pasar Niaga Daya yang dibangun oleh pemerintah kota 
Makassar sejak Tahun 1996 dan dimaanfaatkan mulai Tahun 1998. Jumlah 
pedagang pada pasar niaga daya kota Makassar sebanyak 6.261 dengan 
pembagian sesuai dengan fasilitas seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini. 
 
Tabel IV.1. 
Daftar Potensi Ruko, F.Toko, Kios, Losd, dan Pkl  pada Pasar Niaga Daya 
Kota Makassar Tahun 2012 
 
No Nama tempat Aktif Tidak aktif Jumlah 
1 Ruko 82 102 184 
2 F.Toko 42 30 72 
3 Kios 67 857 924 
4 Lods 100 59 159 
5 Pkl  232 5 237 
 Jumlah 6.261 9.249 15.569 
Sumber Data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2013 
 
 Data dari tabel di atas menunjukan bahwa jumlah seluruh pedagang yang 
menempati potensi pasar pada Tahun 2012 adalah 15.569, jumlah ini terbagi 
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berdasarkan pedagang yang masih dan tidak aktif lagi. Dimana jumlah pedagang 
yang masih aktif adalah 6.261 sedangkan jumlah pedagang yang sudah tidak 
aktif yaitu 9.249.  
 
IV.I.2. Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar  
Perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar merupakan 
perusahaan yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan kebijakan pemungutan 
retribusi pasar di Kota Makassar, untuk itu perlu juga diketahui mengenai Visi 
dan Misi, tujuan dan saran, Tugas pokoko dan fungsi, Struktur Organisasi, serta 
Tugas tiap unit pegawai pada perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota 
Makassar. 
 
IV.I.2.1. Visi  
Visi perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar yaitu 
“PASAR UNTUK SEMUA“. Visi ini didasari atas kondisi pasar yang dikelola oleh 
perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar, persepsi pemerintah 
Kota dan pasar mengenai pasar yang ada dengan berbagai permasalahan yang 
dihadapi, menuntut adanya strategi pemberdayaan pasar agar kinerja PD.Pasar 
Makassar Raya Kota Makassar meningkat di masa yang akan datang. 
Strategi pemberdayaan pasar merupakan suatu sinergi dan mencakup 
strategi dibidang organisasi, fisik, pengelolaan dan strategi di bidang SDM. 
Demikian pula dari dimensi waktu strategi tersebut dapat berupa strategi jangka 
pendek, menengah dan panjang. 
 
IV.1.2.2. Misi  
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Misi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah: 
 Menjadikan pasar sebagai tempat belanja utama, aman dan nyaman 
 Menjamin tersedianya kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, 
harga murah dan terjangkau 
 Menyediakan sarana dan prasarana pasar yang memadai  
 Menjamin ketersediaan SDM yang berkualitas, professional, dan 
berdedikasi kerja tinggi 
 Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada laba perusahaan 
 
IV.1.2.3 Tujuan dan Sarana 
 Mewujudkan citra pasar yang nyaman, aman dan bersih 
 Menunjang peningkatan pelayanan pedagang yang baik dan ramah 
 Menunjang ketersediaan barang dagangan yang lengkap dan 
berkwalitas dengan harga yang relatif murah dan terjangkau 
 Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada peningkatan laba 
perusahaan 
 Peningkatan kesejahteraan karyawan 
 
IV.1.2.4Tugas Pokok dan Fungsi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar 
 Tugas pokok PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah 
melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina 
pedagang pasar, ikut memantapkan stabilitas harga dan kelancaran 
distribusi barang di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya. 
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 Fungsi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah melaksanakan 
pelayanan umum / jasa kepada masyarakat di bidang perpasaran. 
IV.1.2.4. Struktur Organisasi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar 
Semua organisasi yang ada didunia ini pasti memiliki struktur organisasi. 
Dengan struktur organisasi yang baik maka kerja organisasi dapat berjalan dan 
mencapai tujuan yang diharapkan. 
Menurut Dydiet Handjito (2001;05), pengertian organisasi adalah : 
“Kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang 
memungkingkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai 
melalui tindakan secara terpisah“. 
 
Berdasarkan pengertian diatas, menunjukan bahwa organisasi 
merupakan wadah untuk bekerjasama dari sejumlah orang secara formil dalam 
mencapai suatu tujuan. Dari sekumpulan orang-orang yang ada didalam 
organisasi diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya. Maka 
sangat diperlukan dibentuk sebuah struktur organisasi yang akan memberikan 
gambaran tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab 
masing-masing individu dalam organisasi. 
Struktur organisasi dari PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar sesuai 
dengan peraturan walikota Makassar nomor 12 tahun 2006, terdiri dari : 
a. Badan Pengawas 
b. Direksi : 
 Direktur Utama 
 Direktur Umum 
 Direktur Teknik Operasional 
c. Satuan Pengawas Internal 
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d. Kelompok Jabatan Fungsional  
e. Unsur Staf :  
 Bagian Umum 
 Bagian Keuangan 
 Bagian Fisik dan Prasarana 




Data Pegawai yang Golongan Lingkup PD.Pasar Makassar Raya  
 Tahun 2013 
 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai 
1 S3 3 
2 S2 6 
3 S1 30 
4 Diploma 20 
5 SLTA  4 
6 SLTP - 
 Jumlah 63 














Data Keadaan Pegawai PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar  
Tahun 2013 
 
No. Karyawan Jumla Pegawai 
1. Direksi 3 
2. Organik 43 
3. Kontrak 20 
4. PNS _ 
 Jumlah 63 




Daftar Penempatan Tugas Karyawan PD.Pasar Makassar Raya 
Tahun 2013 
 
No. Unit Jumlah Pegawai 
1. Direksi 3 
2. Kabag. 4 
3. Kasubag. 10 
4. Ka. Pasar _ 
5. Supervisor _ 
6. Kaur _ 
7. Staf 46 
8. Kolektor _ 
9. Satpam _ 
10. Kebersihan 1 
 Jumlah 63 





IV.1.2.5. Tugas Tiap Unit 
Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan 
pokok-pokok badan pengawas, direksi dan kepegawaian perusahaan daerah 
pasar Makassar raya Kota Makassar, maka dibawah ini penjelasan mengenai 
rincian tugas setiap bagian pada perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota 
Makassar. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut : 
1. Direktur Umum terdiri dari : 
Bagian Umun dan Bagian Keuangan, yang memiliki tugas sebagai 
berikut: 
a. Merencanakan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan 
tugas dari Sub. Bagian Administrasi dan Kepegawaian, Sub. 
Bagian Pengelolaan Aset serta bagian Hukum dan Hubungan 
Masyarakat. 
b. Mengkoordinir dan mengendalikan urusan kepegawaian 
c. Mengkoordinir dan mengendalikan pengadaan, penggunaan, 
pemeliharaan dan pengawasan peralatan dan bangunan asset 
Perusahaan Daerah 
d. Mengkoordinir dan mengendalikan penggunaan barang dan 
peralatan yang menjadi asset Perusahaan Daerah 
e. Membuat kajian/pertimbangan hukum yang berkaitan dengan 
pelaksanaan peraturan perundang–undangan yang berkaitan 
dengan pengelolaan Perusahaan Daerah 
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f. Mengkoordinir pelaksanaan pengurus asuransi atas barang 
inventaris milik Perusahaan Daerah 
g. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugasnya 
h. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Direksi 
Bagian umum terdiri dari : 
a. Sub. Bagian Administrasi & Kepegawaian 
b. Sub. Bagian Pengelolaan Aset 
c. Sub. Bagian HUMAS & Hukum 
Sub. Bagian Administrasi & Kepegawaian mempunyai tugas : 
a. Mengelola penerimaan dan pendataan surat masuk dan keluar 
b. Menyiapkan surat menyurat dan menyampaikan ke alamat tujuan 
c. Melaksanakan pengetikan dan pengadaan surat laporan dan lain – 
lain 
d. Melaksanakan administrasi kepegawaian 
e. Melaksanakan usaha pembinaan, pendidikan pegawai, termasuk 
penegakan kedisiplinan kinerja pegawai 
f. Menerima tamu dan mencatat kehadiran karyawan perusahaan  
g. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya 
h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian 
Administrasi & Kepegawaian 
Sub. Bagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas : 
a. Menyelenggarakan administrasi barang serta inventarisasi lainnya 
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b. Menyusun dan mengajukan rencana – rencana kebutuhan dalam 
pengelolaan asset 
c. Menyiapkan kebutuhan rapat – rapat dinas, pendidikan dan 
upacara resmi 
d. Melaksanakan penerbitan inventaris seluruh asset pasar 
e. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban kantor 
perusahaan  
f. Mengurus pembayaran yang dibebankan kepada perusahaan 
seperti telepon, listrik, STNK kendaraan dinas, PBB, Air PAM, dll 
g. Memberikan saran kepada Kepala Bagian Umum 
h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Direksi 
 
Bendaharawan barang / asset : 
a. Membuat daftar inventaris barang kekayaan perusahaan yang 
bergerak maupun tidak bergerak 
b. Menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan peralatan 
kantor, bahan pelunas dan kebutuhan peralatan unit pasar 
c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub. Bagian 
pengelolaan Aset 
Staf Sub. Bagian Aset : 
a. Menerima dan mencatat inventaris barang kekayaan perusahaan 
yang bergerak maupun yang tidak bergerak 
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b. Menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan peralatan 
kantor, benda berharga dan kebutuhan peralatan lainnya 
c. Melakukan pengecekan aset untuk keperluan pengusutan 
d. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya  
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub. Bagian 
pengelolaan Aset 
Sub. Bagian HUMAS dan Hukum : 
a. Menerima dan menyalurkan berita perkembangan pasar 
b. Membuat klipping berita dan informasi pasar 
c. Melaksanakan dan menyimpan dokumen yang berharga berupa 
Perda, Peraturan Walikota, SK. Walikota, SK. Direksi dan 
peraturan lainnya 
d. Membuat jadwal sosialisasi kepada atasan sesuai bidang 
tugasnya 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian 
HUKUM dan Humas 
2. Bagian Keuangan mempunyai tugas : 
a. Menginventarisir, membuat perencanaan dan pengendalian atas 
sumber – sumber pendapatan dan belanja serta kekayaan 
perusahaan daerah 
b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan bagian lain untuk 




c. Mengurus transaksi Bank, memelihara hubungan baik dengan 
Bank atau lembaga keuangan lainnya baik pemerintah maupun 
swasta 
d. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran perusahaan 
daerah 
e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan hasil 
usaha berkala dan kegiatan perusahaan daerah 
f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan tahunan 
perusahaan daerah 
g. Membuat evaluasi kegiatan perusahaan daerah di bidang 
keuangan  
h. Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan sesuai 
ketentuan yang berlaku 
i. Memberi saran / pertimbangan kepada Direktur Umum 
j. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Direktur Umum 
 Bagian Keuangan terdiri dari : 
a. Sub. Bagian Anggaran 
b. Sub. Bagian penagihan 
c. Sub. Bagian Pembukuan 
Sub. Bagian Anggaran mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja 
perusahaan daerah 
b. Menghimpun dan menganalisa anggaran pendapatan dan belanja 
yang diajukan unit kerja perusahaan daerah 
54 
 
c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan 
anggaran 
d. Melakukan evaluasi penerimaan dengan instansi terkait 
e. Membuat laporan perubahan permintaan anggaran sesuai bidang 
tugasnya 
f. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan 
tugasnya 
g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberika oleh Kepala 
Bagian keuangan 
Pemegang kas : 
a. Menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan dan 
mempertanggung jawabkan administrasi keuangan 
b. Melakukan pemantauan / pencatatan, penerimaan / pengeluaran 
perusahaan melalui bank – bank persepsi 
c. Melakukan konsultasi dengan sub – sub bagian keuangan 
d. Membuat laporan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Keuangan 
Bendahara Gaji : 
a. Membuat daftar gaji dan pendapatan karyawan lainnya 
b. Menerima dan membayar gaji dan pendapatan karyawan lainnya 
c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian 
Administrasi dan Kepegawaian 
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Staf Sub. Bagian Anggaran : 
a. Menerima, mencatat dan mengendalikan pengeluaran uang sesuai 
pos mata anggaran 
b. Membuat / menyusun anggaran pendapatan dan belanja 
perusahaan  
c. Melakukan analisa perubahan anggaran 
d. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian 
Anggaran 
Sub. Bagian Penagihan mempunyai tugas : 
a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi penagihan 
b. Menyelenggarakan inventarisasi pedagang di unit – unit pasar 
c. Menetapkan besarnya jasa tarif pasar berdasarkan jenis jualan 
dan mengusulkan tarif jasa sesuai ketentuan 
d. Memonitoring dan mengendalikan pemberian pendistribusian surat 
izin pemakai tempat (SIPT) surat penunjukan tempat (STP) dan 
surat perintah pembayaran yang telah dilakukan 
e. Mengendalikan pelaksanaan penagihan  
f. Menyelenggarakan, mengendalikan dan memonitor pelaksanaan 
tagihan piutang yang masih tertunggak 
g. Member saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang 
menyangkut tugasnya 




Staf Sub. Bagian Penagihan : 
a. Melaksanakan pemantauan dan informasi pasar, penerimaan jasa 
produksi, jasa pengelolaan dan jasa lainnya 
b. Menerima, mencatat, memporporasi dan menyalurkan benda 
berharga untuk kebutuhan unit pasar 
c. Membantu kolektor pasar dalam melaksanakan kegiatan 
penagihan di pasar 
d. Membantu staf pasar dalam melakukan pendataan potensi pasar 
e. Membuat SPP dan SKJ pengelolaan jasa produksi dan jasa 
lainnya 
f. Melakukan proses administrasi perpanjangan kartu izin berjualan 
g. Memelihara dan menyimpan buku induk potensi pasar 
h. Membuat laporan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya 
Sub. Bagian Pembukuan mempunyai tugas : 
a. Menyelenggarakan kegiatan pembukuan perusahaan daerah 
b. Menyelenggarakan inventarisasi pembukuan penerimaan dan 
pengeluaran 
c. Melaksanakan / membukukan dokumen penerimaan dan 
pengeluaran  
d. Memonitoring kegiatan pelaksanaan pembayaran setiap bulannya 
e. Menyiapkan / membukukan anggaran pendapatan dan belanja 
perusahaan daerah 
f. Menyelenggarakan kegiatan perhitungan R/L perusahaan daerah 
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g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Keuangan 
Staf Sub. Bagian Pembukuan : 
a. Menerima, mencatat, menyimpan arsip penerimaan dan 
pengeluaran perusahaan 
b. Membuat dan melaksanakan verifikasi jenis penerimaan dan 
pengeluaran perusahaan 
c. Menyimpan dan memelihara dokumen pembukuan perusahaan 
d. Membuat laporan triwulan, tahunan penerimaan dan pengeluaran 
perusahaan 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian 
Pembukuan 
3. Satuan Pengawas Internal (S.P.I) mempunyai tugas : 
a. Menyusun program pemeriksaan tahunan untuk mengevakuasi 
realisasi pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah 
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi semua 
harta kekayaan baik material maupun keuangan Perusahaan 
Daerah dan member pertimbangan, saran, tindakan penyelesaian 
bila terjadi penyimpangan 
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai 
Perusahaan Daerah yang tidak melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan peraturan yang berlaku 
d. Mengawasi realisasi Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah 
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e. Melaksanakan pengawasan secara mendadak atau atas perintah 
DIREKTUR UTAMA 
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada DIREKTUR UTAMA 
4. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
pada perusahaan daerah sesuai dengan bidang keahliannya masing-
masing. 
5. Direktur Teknik terdiri dari : 
Bagian Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas : 
a. Menyusun rencana kerja di bidang Operasional pemeliharaan dan 
rehabilitasi pasar 
b. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi pasar 
c. Melakukan kemitraan dengan PIHAK lain dalam pemeliharaan, 
rehabilitasi, peremajaan pengembangan dan pembangunan pasar 
d. Menyusun rencana pengembangan areal pasar yang telah ada 
sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota 
e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan promosi pasar 
f. Member saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang 
tugasnya 
g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direktur 
Teknik 
Bagian Fisik dan Prasarana terdiri dari; 
a. Sub Bagian Reahabilitasi ; 
b. Sub Bagian Kemitraan ; 
c. Sub Bagian Perencana Fisik 
Sub Bagian Rehabilitasi mempunyai tugas : 
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a. Menyelenggarakan administrasi perawatan dan rehabilitasi pasar 
b. Menyelenggarakan pemeliharaan / perawatan bangunan pasar 
dan sarana lainnya 
c. Melaksanakan rehabilitasi bangunan pasar berdasarkan skala 
prioritas 
d. Membuat laporan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya 
e. Memberi saran dan pertimbangan peremajaan / perawatan pasar 
kepada atasan sesuai bidang tugasnya 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fisik 
dan Prasarana 
Sub Bagian Rehabilitasi ; 
a. Melaksanakan kegiatan pendataan dan inventarisasi yang akan 
direhabilitasi 
b. Membuat analisa anggaran biaya peremajaan 
c. Melakukan pemantauan / pengawasan pasar yang direhabilitasi 
d. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian 
rehabilitasi 
Sub Bagian Kemitraan ; 
a. Membuat dan menginventarisasi pasar yang akan diremajakan; 
b. Menyelenggarakan promosi atas pasar yang akan dan telah; 
c. Mengadakan kemitraan dengan pihak lain sesuai rencana 
pengembangan areal dan peremajaan pasar; 
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d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai 
bidang tugasnya; 
e. Memberi saran / pertimbangan peremajaan pasar kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya; 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik 
dan prasarana. 
Sub Bagian Perencanaan Fisik ; 
a. Melaksanakan rencana peremajaan dan perluasan areal pasar 
yang telah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 
pengembangan kota; 
b. Membuat dan mengawasi pembagian tempat berjualan menurut 
jenis jualannya; 
c. Melaksanakan tugas penelitian / pendatan peremajaan dan 
pengembangan perluasan areal pasar; 
d. Menyusun laporan rencana peremajaan dan pengembangan serta 
perluasan areal pasar; 
e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai 
bidang tugasnya; 
f. Memberi saran / pertimbangan peremajaan pasar kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya; 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik 
dan prasarana. 
Sub Bagian Perencanaan Fisik ; 
a. Melaksanakan kegiatan pendataan, analisa anggaran biaya 
peremajaan dan pengembangan pasar; 
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b. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan penelitian kebutuhan 
tempat usaha; 
c. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian 
peremajaan dan pengembangan pasar; 
d. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bagian 
perencanaan fisik; 
6. Bagian Ketertiban dan Keindahan mempunyai tugas : 
a. Menyusun rencana kerja dibidang operasional pembinaan, 
ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar; 
b. Mempersiapkan sarana / prasarana pasar dibidang operasional 
keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar; 
c. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
pelaksanaan pembinaan, ketertiban, keamanan dan keindahan 
pasar; 
d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur Teknik. 
 
Bagian Ketertiban dan Keindahan terdiri dari ; 
a. Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan; 
b. Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban; 
 
Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan mempunyai tugas : 




b. Melaksanakan kebersihan dan keindahan pasar dengan 
mengikutsertakan pedagang pasar; 
c. Melakukan pengelompokan tugas dibidang kebersihan sesuai 
kelompok jenis jualan; 
d. Melakukan pengaturan papan bicara dan tong sampah masing-
masing kelompoktugas dibidang kebersihan; 
e. Melakukan pembersihan pasar secara bergiliran diunit-unit pasar; 
f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai 
bidang tugasnya; 
g. Member saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang 
tugasnya; 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian 
ketertiban dan keindahan. 
Staf Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan Mempunyai Tugas : 
a. Bersama dengan petugas kebersihan pasar melaksanakan pembersihan 
dan keindahan pasar 
b. Melakukan pemantauan kebersihan dan keindahan pasar sesuai bidang 
tugasnya 
c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian 
Kebersihan dan Keindahan. 
Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban mempunyai tugas :  
a. Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan penertiban keamanan pasar 
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b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi lain terkait 
dengan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban pasar 
c. Menyusun jadwal penertiban, keamanan secara terpadu dengan unit 
kerja terkait 
d. Membina dan menggerakkan pedagang untuk mematuhi kewajibannya 
e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang 
tugasnya  
f. Member saran dan pertimbangan dalam peremajaan pasar kepada 
atasan sesuai bidang tugasnya 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Ketertiban 
dan Keindahan 
Staf Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban mempunyai tugas : 
a. Bersama dengan satpam pasar melakukan pengaturan ketertiban 
dan keamanan pasar 
b. Melakukan pemantauan mingguan / bulanan ketertiban dan 
keamanan pasar sesuai bidang tugasnya 
c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian 
Pembinaan dan Penertiban 
7. Kepala Unit Pasar dalam menjalangkan kesehariannya dibantu oleh 
Kepala Urusan Administrasi dan keuangan, Kepala Urusan Penagihan 
dan Pembukuan serta Kepala Urusan Kebersihan, Ketertiban dan 
Pelayanan. 
a. Kepala Unit Pasar mempunyai tugas : 
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1. Memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pengelolaan 
pasar yang berada dalam wilayah kerja; 
2. Mengkoordinir dan mengendalikan program-program 
pengelolaan pasar yang telah digariskan oleh Direksi sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi. 
b. Urusan Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas : 
1. Melaksanakan administrasi dibidang ketatausahaan, 
kepegawaian, urusan rumah tangga, keuangan benda 
berharga; 
2. Melaksanakan kegiatan dan pengendalian program-program 
pengelolaan pasar; 
3. Membuat papan potensi pasar dan struktur organisasi unit 
pasar; 
4. Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Unit 
Pasar dalam bidang tugasnya; 
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit 
Pasar. 
c. Urusan Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas : 
1. Melaksanakan jasa pengelolaan pasar dan penagihan jasa 
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
2. Membukukan dan menyetor hasil tagihan jasa pengelolaan 
pasar dan jasa lainnya ke kas perusahaan daerah; 
3. Melaksanakan pendataan potensi pasar dan menggali 
potensi sumber-sumber pendapatan pasar; 
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4. Melaksanakan registrasi terhadap wajib bayar sewa / jasa 
pengelolaan pasar meliputi : Ruko, Front, Toko, Kios, Losd, 
Pelataran dan jasa pungutan sah lainnya; 
5. Melaksanakan pendataan benda berharga sebagai bahan 
evaluasi penerimaan pasar; 
6. Membuat laporan dan kebutuhan pokok diunit pasar sesuai 
kebutuhan; 
7. Membuat laporan harian, kwartal, dan tahunan tentang 
penerimaan dan penyetoran; 
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berikan oleh Kepala 
Unit Pasar. 
d. Urusan Ketertiban dan Keindahan mempunyai tugas : 
1. Malaksanakan ketertiban, pengamanan, pengaturan 
pedagang pasar, agar pasar tidak semrawut, baik dalam 
pasar maupun diluar pasar; 
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kebersihan pasar 
baik didalam maupan diluar pasar agar tetap bersih, indah 
dan nyaman; 
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit 
Pasar; 
4. Menyusun / membuat jadwal pelaksanaan ketertiban, 
keamanan dan keindahan pasar; 





IV.2.  HASIL PENENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada 
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar dan Pasar Niaga 
Daya Makassar, dapat digambarkan hasil penelitian sebagai barikut : 
 
IV.2.1.  Perencanaan  
 Perencanaan didefenisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan 
memutuskan hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang 
di butuhkan, tugas yang diselesaiakan, tindakan yang diambil dan jadwal yang 
diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan 
dalam pelaksanaan pemungutan jasa retribusi pasar Niaga Daya Di Kota 
Makassar maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Perusahaan Daerah 
Pasar Makassar Raya. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya 
pencapaian tujuan yang di tetapkan dalam suatu organisasi. Adapun 
perencanaan yang akan oleh PD.Pasar Makassar Raya dalam meningkatkan 
retribusi atau jasa pasar Niaga Daya seperti dalam pembahasan dibawah melalui 
observasi langsung sebagai berikut : 
 
IV.2.I.1  Penentuan Target  
Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan 
yang seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pasar di 
Kota Makassar. Yang di maksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses 
penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. 
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PD Pasar Makassar Raya  menyusun target penerimaan jasa Pasar Niaga 
Daya dengan cara turun langsung ke pasar Niaga Daya melakukan uji petik 
potensi-potensi yang ada di pasar setiap tahunnya. Maksudnya disini yaitu 
dengan mendata ulang setiap tahun potensi yang ada di Pasar Niaga Daya yaitu 
berapa jumlah pedagang  yang masih aktip dengan yang sudah tidak aktip 
karena setiap tahunnya jumlah pedagang yang masih aktip atau sudah tidak 
aktip selalu berubah. Dengan melakukan pendataan ulang terhadap potensi 
dipasar setiap tahunnya diharapkan terjadi peningkatan setiap tahunnya. 
Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka pihak eksekutif 
membuat suatu Rancangan APBD dimana di dalamnya telah di tetapkan target 
penerimaan yang dianggap rasional untuk dicapai dalam anggaran berikutnya.   
 
Kemudian menurut keterangan Bapak Susanto, S.Sos selaku sub bidang 
penagihan bahwa : 
“Penentuan target setiap tahunnya didasarkan pada pendataan potensi-
potensi pasar Niaga Daya setiap tahunnya dengan cara turun langsung ke 
pasar mendata jumlah pedagang yang menempati pasar berjualan, dimana 
dengan melakukan pendataan setiap tahunnya kita dapat mengetahui 
berapa jumlah pedagang yang masih aktif atau sudah tidak aktif”. 
 
 (Wawancara 1 Februari 2013) 
 
Lebih lanjut Bapak Susanto, S.Sos menerangkan bahwa: 
“Penentuan target setiap tahunnya bukan hanya dari segi jumlah pedagang 
saja yang menempati pasar tapi dari segi biaya jasa, biaya iklan dan 
potensi-potensi lain yang ada di Pasar Niaga Daya”. 
 
 (Wawancara 29 Januari 2013) 
  
 Pernyataan yang sama diungkapkan oleh ibu Hasnajaya, selaku Sub. 
Bagian Anggaran bahwa: 
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“Penentuan target setiap tahunnya dengan menggali semua potensi-
potensi lain yang ada di setiap pasar yang dijadikan target untuk 
kedepannya yang lebih besar untuk menambah penghasilan dan 
pendapatan setiap pasar”. 
(Wawancara 7 Februari 2013) 
 
 Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada 
pendataan pedagang yang tidak menentu jumlahnya, dan melihat semua 
potensi-potensi yang ada pada pasar Niaga Daya. Penentuan target jasa pasar 
sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namun 
selama empat tahun terakhir target yang ditentukan oleh PD Pasar Makassar 
Raya tidak pernah tercapai karena disebabkan oleh personil yang memungut 
jasa retribusi belum optimal dan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam 
membayar jasa retribusi dan adanya pihak ketiga yaitu pengelola pasar. 
Kemudian keterangan menurut Bapak Susanto, S.Sos selaku Sub Bagian 
Penagihan menerangkan bahwa : 
“Yang menyebabkan tidak tercapainya target setiap tahunnya dikarenakan 
faktor iklim yaitu musim hujan yang menjadi faktor eksternal dimana 
dengan musim hujan menyebabkan penjual malas berjualan dan 
kurangnya pembeli menyebabkan sebagian pedagang tidak mau 
membayar tagihan  jasa retribusi”.  
(Wawancara 3 Februari 2013) 
 
Lebih lanjut Bapak Susanto, S.Sos menerangkan bahwa : 
“Pelaksanaan pemungutan yang belum maksimal salah satu penyebab 
tidak tercapainya target dikarenakan pihak kolektor yang tidak maksimal 
dalam menagih jasa harian pedagang”. 
(Wawancara 3 Februari 2013) 
 




 “Yang menjadi kendala dalam memungut retribusi disebabkan karena 
sebagian pedagang (wajib retribusi) banyak yang tidak mau membayar 
jasa retribusi karena pedagang kurang pembeli dan kurangnya kesadaran 
para pedagang terhadap Peraturan Daerah”. 
 
 (Wawancara 29 Januari 2013) 
 
Pernyataan lain di ungkapkan oleh Ibu Hasnajaya, selaku sub Bagian 
Anggaran bahwa: 
“Faktor penyebab tidak tercapainya target selama 4 tahun terahir di 
akibatkan karena adanya pihak ketiga di pasar Niaga Daya yaitu pihak 
pengelola di mana pihak pengelola juga memungut pembayaran terhadap 
pedagang dan biasanya pedagang lebih mengutamakan membayar ke 
pihak pengelola karena fasilitas yang diberikan oleh pengelola seperti 
listrik, dan hal ini juga yang dijadikan alasan oleh pedagang bahwa terlalu 
banyak beban yang harus di bayar mengakibatkan sebagian pedagang 
tidak mau membayar tagihan jasa yang diberikan oleh pasar”. 
 
(Wawancara 7 Februari 2013) 
 
Lebih lanjut lagi ditegaskan Ibu Hasnajasa, selaku sub bagian Anggaran 
bawha:  
“Sampai saat ini belum ada solusi terhadap pihak pengelola yang ada di 
Pasar Niaga Daya tapi Tahun ini PD.Pasar Makassar Raya akan 
memberikan solusi terkait dengan pihak pengelola agar tidak lagi 
melakukan pungutan terhadap pedagang yaitu dengan memberikan 
fasilitas kepada pedagang seperti dengan memasang listrik dengan 
demikian pihak pengelola tidak berhak lagi melakukan pungutan terhadap 
pedagang dan kurangnya beban pedagang dalam membayar tagihan”. 
 
(Wawancara 7 Februari 2013) 
 
Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang 
menyebabkan tidak tercapainya target selama 4 tahun terakhir karena adanya 
pihak ketiga yaitu pihak pengelola yang telah melakukan pungutan terhadap 
pedagang dan faktor SDM yang yang belum maksimal dalam memungut jasa 
harian pasar dan kurangnya kesadaran wajib retribusi (pedagang). Sedangkan 
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dengan melihat potensi-potensi yang ada di Pasar Niaga Daya seharusnya dapat 
meningkatkan penerimaan jasa pasar. 
 
Tabel IV.5. 
penentuan target harian Pasar Niaga Daya 
Tahun 2012 
 
No Lokasi Tagihan Target Jumlah 
1 Ruko + Pk5 562.000  
2 Bongkaran 15.000  
3 Lods+Pkl 188.000  
4 F.Toko + Kios 84.000  
5 Lods 141.000  
5 M.Box 51.000  
6 Ruko Bulanan 12.000  
7 Lelong Ikan 35.000  
 Jumlah 1.088.000  
Sumber PD.Pasar Makassar Raya, 2013 
IV.2.I.2.1.Penentuan Tarif Retribusi 
Adapun jumlah tarif retribusi (jasa) yang dibebankan terhadap wajib 
retribusi pasar  yang terdiri dari Ruko, Front Toko,Lods, Kios, dan Pedagang Kaki 
Lima(PKL) sudah diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan 
Pasar dalam Daerah Kota Makassar, Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2004 dan 
diperkuat oleh SK Direksi Nomor: 974/34/II/S.Kep/PD.Pasar/2010 tentang 




Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini : 
Tabel  IV.6. 
Tarif Retribusi Pasar pada Pasar Niaga Daya Makassar 
Tahun 2012 
 
Lokasi Jenis Pungutan Tarif Retribusi 
 1  2 3 
 
 
Pasar Niaga daya 
Makassar 
a. Ruko 









Sumber Data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2013 
Berkenaan dengan tarif retribusi pasar khususnya pasar Niaga Daya 
Makassar, hasil wawancara dengan Wakil Kepala Pasar Niaga Daya Makassar, 
Bpk Djaenuddin, mengatakan bahwa : 
“Sebenarnya tarifnya itu sangat murah dan tidak memberatkan pedagang, 
dan tarifnya itu diatur berdasarkan peraturan daerah”. 
 
(Wawancara, 20 Februari 2013) 
 
Hasil wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Niaga Daya 
Makassar yaitu Bpk Iwan, pedagang kios menyatakan hal yang sama bahawa:  
“Retribusi yang ditarik sudah sesuai dengan fasilitas yang didapat”. 
 
(Wawancara, 20Februari 2013) 
 
Hasil wawancara dengan salah satu pedagang sayuran yaitu Ibu Hasna 
menyatakan: 
“Retribusi yang dipungut sudah murah karena kami cuma bayar Rp 3000, 
tapi banyak juga pedagang yang tidak mau bayar”. 
 
(Wawancara, 20Februari 2013) 
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Wawancara dengan salah satu pedagang PKL yang menjual mainan anak-
anak menyatakan hal yang berbedah, yaitu: 
“Retribusi sebaiknya tidak perlu dipungut dari pedagang PKL karena berapaji 
penghasilannya, lagian kita ini tidak menetap tempat jualannya”. 
 
(Wawancara, 9 juni 2011)  
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi penulis, maka penulis 
dapat simpulkan bahwa tarif retribusi sudah sangat murah dan tidak 
memberatkan pedagang dan pemungutan retribusi dipasar Niaga Daya 
Makassar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. 
 
IV.2.2. Pelaksanaan 
Pelaksanaanyang dimaksud disini adalah bagaimana sumber daya 
manusia dalam memegang peranan penting dalam suatu organisasi/perusahaan 
dalam mencapai tujuannya. Yaitu Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya 
seharusnya menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan 
tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas. semestinya dalam 
suatu organisai jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam 
organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar 
tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan 
dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan jasa harian 
pasar dari Bapak Susanto, S.Sos selaku Sub Bagian Penagihan yang 
mengatakan bahwa : 
“Secara kuantitas jumlah personil Pasar Niaga Daya sudah memadai, 
untuk saat ini jumlah kolektor Pasar Niaga Daya berjumlah 5 orang yang 
setiap harinya melakukan pemungutan jasa harian pasar kepada 6.261 




(Wawancara 7 Februari 2013) 
 
Pernyataan yang sama di kemukakan Olek Bapak Djaenuddin, selaku 
Kepala Pasar Niaga Daya bahwa: 
“Jumlah petugas kolektor kami untuk saat ini sudah memadai yang yaitu 
berjumlah 5 orang yang melaksanakan pemungutan tagihan jasa harian 
Pasar Niaga Daya”. 
(Wawancara 7 Februari 2013) 
 
 
Dari wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah 
pegawai kolektor yang ada di pasar Niaga Daya tidak seimbang dengan wajib 
jasa harian pasar yaitu pedagang yang berjumlah 6.261 orang dengan demikian 
pemungutan jasa harian pasar belum berjalan efektif dan efisian. Sehingga 
terjadi beberapa kendala dalam pemungutan retribusi atau jasa harian pasar 
yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang telah 
ditentukan.  
 Seperti yang telah di kemukakan olehBapak Susanto di pembahasan 
sebelumnya bahwa : 
 “Yang menjadi penyebab tidak tercapainya target di karenakan 
pemungutan jasa yang belum optimal atau belum berjalan efektif dan 
efisien. Karena masih banyak wajib retribusi yang tidak mau membayar 
jasa karena kurangnya kesadaran pedagang terhadap peraturan daerah. 
Hal demikian terjadi karena kurangnya pendekatan para pegawai kolektor 
yang ada terhadap wajib retribusi di Pasar Niaga Daya”. 
 
(Wawancara 7 Februari 2013)  
  
 Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pemungutan jasa harian pasar niaga daya belum efektif dan efisien. Karena 
dengan melihat jumlah kolektor yang ada di pasar niaga daya yang hanya 
berjumalh 5 orang sedangkan wajib retbusi berjumlah 6.261 orang. Dengan 
demikan, petugas kolektor tidak bisa melakukan pendekatan kepada setiap wajib 
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retribusi di karenakan kurangnya jumlah kolektor yang melaksanakan 
pemungutan retribusi di Pasar Niaga Daya di Kota Makassar. 
 
IV.2.2.1.Metode Pelaksanaan 
Dalam pelaksanaan pemungutan jasa harian Pasar Niaga Daya di Kota 
Makassar dilakukan setiap hari. Adapun metode pelaksanaan pemungutan jasa 
pasar Niaga Daya di Kota Makassar seperti yang dikatakan oleh sub bagian 
penagihan : 
“Dalam pelaksanaan pemungutan jasa pasar yang berjalan selama ini, 
para petugas/kolektor mendatangi langsung para pedagang atau wajib 
retribusi di tempat masing-masing pedagang menjual sehingga para wajib 
retribusi tidak perlu meninggalkan dagangannya untuk membayar retribusi 
di kantor pasar”.  
      (Wawancara 7 Februari 2013) 
 
Hal sama di kemukakan oleh Bapak Jen selaku  koor. Pasar Niaga Daya 
bahwa : 
“Metode pemungutan jasa pasar yaitu penagihan secara langsung yang 
dilakukan oleh pegawai PD.pasar Makassar raya yang disebut dengan 
kolektor”.  
      (Wawancara 29 Januari 2013) 
 
Sejalan dengan pendapat di atas sesuai dengan yang di kemukakan oleh 
pak Nurham mengatakan bahwa : 
“Selama ini proses pembayaran jasa yang kami lakukan sangatlah muda 
dimana dalam hal ini kolektor datang langsung ketempat kami menarik jasa 
harian pasar untuk menagih dan kami tidak perlu ke kantor pasar untuk 
melakukan pembayaran retribusi”. 
      (Wawancara 29 Januari 2013) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa metode 
pemungutan retribusi atau jasa harian pasar Niaga Daya yang dilakukan pegawai 
PD.Pasar Makassar Raya yang di sebut kolektor mendatangi langsung para 
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pedagang atau wajib retribusi di tempat masing-masing. Ini dilakukan agar 
pelaksanaan pemungutan retribusi atau jasa terkoordinir dengan baik agar para 
wajib retribusi atau jasa tidak perlu mendatangi kantor pasar untuk menyerahkan 
penghasilan mereka dan memastikan bahwa semua pedagang memabayar 
retribusi meskipun masih ada sebagain pedagang pedagang yang tidak 
membayar retribusi karena kurangnya kesadaran mereka terhadap peraturan 
daerah. Setelah semua hasil setoran wajib retribusi terkumpul petugas/kolektor 
langsung menyerahkan penghasilan mereka ke kas PD.Pasar Makassar Raya 
setiap harinya yang kemudian PD.Pasar Makassar Raya yang mengelola dari 
hasil retribusi harian. 
Kemudian penulis melakukan konfirmasi kepada bapak Rustam, A.Md 
selaku bagian penerimaan mengatakan bahwa : 
“Retribusi atau jasa harian yang di pungut setiap hari oleh para 
petugas/kolektor langsung diserahkan ke kas PD.Pasar Makassar Raya”. 
       
      (Wawancara 3 Februari 2013) 
 
Hal sama yang di kemukakan oleh pak Jen selaku koor. Pasar Niaga Daya 
bahwa : 
“Semua hasil pemungutan retribusi atau jasa harian pasar yang dilakukan 
oleh pegawai PD.Pasar Makassar Raya yang disebut kolektor langsung 
menyerahkan hasil setorannya ke kas PD.Pasar Makassar Raya”. 
 
(Wawancara 29 Januari 2013) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa semua 
hasil penagihan yang dilakukan oleh petugas/kolektor pasar niaga daya langsung 
menyerahkan hasil setorannya ke kas PD.Pasar Makassar Raya. Dengan 
demikian, tidak terjadinya penyelewangan dalam pemungutan retribusi atau jasa 
harian Pasar Niaga Daya. 
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IV.2.2.2 Pembagian Tugas 
Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian 
tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan 
efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi atau jasa harian Pasar Niaga 
Daya di kota Makassar akan terkoordinir dengan baik seperti yang dikatakan oleh 
bapak Djaenuddin selaku kepala pasar Niaga Daya yang diwakili oleh Bapak Jen 
selaku koor. Pasar bahwa: 
“Untuk lebih memudahkan pekerjaan petugas/kolektor mereka dibagi 
sesuai dengan jenis lokasi tagihan yang ada di pasar, yaitu untuk ruko, 
f.toko, kios, lods dan pk5 dan bongkaran ada 4 orang yaitu Asriadi, Samsia, 
Budi M dan Masdar, kemudian untuk penagihan mobil box 1 orang yaitu 
Syahudin”.  
      (Wawancara 29 Januari 2013) 
 
Sejalan dengan pendapat diatas pak Asriadi selaku kolektor Pasar Niaga 
Daya mengatakan bahwa : 
“Dalam melaksanakan tugas kami, kami ditugaskan sesuai dengan bagian 
kami agar kami mudah dalam menjalankan tugas kami dan dipastikan tidak 
ada yang tidak kami pungut jasanya”.  
      (Wawancara 29 Januari 2013) 
 
 Sedangkan pak Masdar yang juga merupakan salah seorang kolektor 
Pasar Niaga Daya mengatakan bahwa: 
 “Kami dibagi 3 dalam memungut jasa pasar yaitu untuk ruko, f.toko, kios, 
lods dan pk5 kami ada3 orang, dengan pembagian tugas ini sangat 
memudahkan kami dalam melakukan pemungutan jasa pasar”. 
 
(Wawancara 29 Januari 2013) 
 
Untuk lebih jelasnya pembagian tugas pada Pasar Niaga Daya dapat kita 









Daftar Pembagain tugas pada Pasar Niaga Daya 
Tahun 2012 
 
No Nama Lokasi Tagihan 
1 Masdar  Ruko + PK5 + Bongkaran 
2 Asriadi  Lods + PKL 
3 Budi M F.Toko + Kios 
4 Syamsia Lods 
5 Sahabuddin M.box 
Sumber PD.Pasar Makassar Raya, 2013 
 
Dari hasil wawancara dan data tabel diatas penulis dapat menyimpulkan 
bahwa untuk memudahkan kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi atau 
jasa pasar maka kepala pasar niaga dan kepala bagian penagihan membagi 
personilnya sesuai dengan wliayah dan jenis potensi pasar yang telah ditentukan 
kepada setiap kolektor. Ini dilakukan agar kolektor dapat mengetahui dengan 
jelas wilayah dan bagian dimana yang akan dilakukan penagihan retribusi atau 
jasa pasar.  
 
IV.2.3.  Upaya  peningkatan retribusi (jasa) pasar niaga Daya Kota Makassar  
Dalam pelaksanaan pungutan terhadap jasa pasar sebagai sumber PAD 
Kota Makassar masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam 
yaitu pihak petugas pemungut (kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat 
sebagai wajib retribusi. Untuk meningkatkan pemungutan jasa pasar niaga Kota 
Makassar maka perencanaan harus efektif dan pelaksanaan pemungutannya 
harus optimal, karena dengan dengan perencanaan yang efektif dan dan 
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pelaksanaan pemungutan yang optimal maka target penerimaan jasa pasar 
dapat terealisasi. 
Jika pemungutan jasa pasar khususnya pasar niaga daya berjalan optimal 
maka penerimaan jasa pasar terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) akan 
meningkat. Tapi kenyataan yang ada pemungutan retribusi atau jasa Pasar 
Niaga Daya belum optimal karena tidak pernah mencapai target dan realisasi 
selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah.  
 
Tabel IV.8. 
Perincian  penerimaan Target dan Realisasi Retribusi (jasa) Pasar pada 
Pasar Niaga Daya Makassar dari Tahun 2009-2012 
 
Tahun anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 
2009 327.179.500 294.802.500 90.1% 
2010 336.752.500 270.257.500 80.3% 
2011 366.642.200 218.110.500 59.5% 
2012 409.990.000 342.996.500 83,68% 
 Sumber : PD. Pasar Makassar Raya, 2013 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari tahun 2009-2012 realisasi 
retribusi pasar di Kota Makassar khususnya Pasar Niaga Daya tidak pernah 
memenuhi target dan realisasi. Dapat dilihat Target Tahun 2009 yaitu 
357.179.500 denganrealisasi hanya  294.802.500 dengan persentase 90,1% ini 
menunjukan bahwa pemungutan retribusi jasa pasar belum maksimal karena 
dibawah persentase 95% tapi sudah mendakati maksimal, selanjutnya  target 
tahun 2010 yaitu 336.752.500 sedangkan realisasinya 270.257.500 dengan 
persentase 80.3% ini juga menunjukan bahwa pemungutan retribusi jasa pasar 
belum maksimal karena di bawah persentase 95% justru terjadi penurunan 
sebanyak 9.8%, target tahun 2011 yaitu 366.642.200 dan realisasinya 
218.110.500 dengan persentase 59,5% dan ini juga menunjukan bahwa 
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pemungutan retribusi jasa masih belum maksimal dan terjadi penurunan 
sebanyak 20.8% dan pada target pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu 
409.990.000 dengan realisasi 342.996.500 dengan persentase 83,68 % ini juga 
menunjukan bahwa pemungutan retribusi jasa pasar masih belum maksimal tapi 
ini  sudah menunjukan terjadi peningkatan meskipun pemungutannya belum 
maksimal karena masih dibawah 95%.  
Dengan melihat data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa proses 
pemungutan retribusi (jasa) Pasar Niaga Daya belum maksimal karena 
penerimaan target dan realisasi retribusi (jasa) pasar niaga daya di Kota 
Makassar selama 4 Tahun terakhir tidak pernah mencapai target.  
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target setiap 
tahun yaitu sebagai berikut : 
1. Faktor umum terdiri dari : 
 Belum maksimalnya penagihan yang dilakukan oleh petugas/kolektor 
pasar terhadap wajib retribusi jasa pasar. 
 Tidak kontiniunya sosialisasi oleh setiap unit kapala pasar, 
koordinator pasar dan petugas/kolektor penagih retribusi kepada 
semua pedagang (wajib retribusi) akan kewajibannya dalam 
membayar tagihan jasa pasar. 
 Masih ada sebagian pedagang yang tidak memiliki kartu pedagang . 
2. Faktor khusus terdiri dari : 
 Faktor Cuaca yaitu musim hujan menjadi salah satu faktor penyebab 
tidak tercapainya target penerimaan setiap tahunnya yang 
menyebabkan sebagian pedagang malas berjualan dengan alasan 
becek dan kurangnya pembeli. 
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 Setoran, faktor setoran sangat berpengaruh terhadap pencapaian 
target karena dengan sedikitnya setoran akan menyebabkan 
kurangnya penerimaandan mengakibatkan tidak tercapainya target . 
 Belum efektifnya tagihan Satu minggu setelah idul fitri dan 3 hari 
setelah idul adha belum maksimal penagihan retribusi jasa pasar 
yang dilakukan oleh petugas/kolektor. 
Dengan melihat kondisi penerimaan target dan realisasi retribusi (jasa) 
Pasar Niaga Daya di Kota Makassar yang tidak pernah mencapai target selama 
4 tahun terakhir dari tahun 2009-2012 maka pihak PD.Pasar Makassar Raya 
sebagai pengelola pasar akan memberikan solusi melalui upaya yang akan di 
laksanakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) Pasar Niaga Daya 
yaitu sebagai berikut : 
1. Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang 
ada di Pasar Niaga Daya. 
2. Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan 
pelatihan (Diklat). 
3. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap 
peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-masing 
dalam membayar tagihan. 
4. Penyesuain tarif retribusi jasa harian pasar kepada semua pedagang, 
baik yang menempati ruko, front toko, kios, lods dan pelataran. 
5. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka 






KESIMPULAN DAN SARAN 
V.I.    Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian retribusi (jasa) pasar Niaga Daya di Kota 
Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi jasa sudah maksimal, 
dimana proses perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa 
mengacu kepada pendataan pedagang setiaptahunnya dan menggali 
semua potensi-potensi yang ada pada pasar Niaga Daya. 
2. Pelaksanaan dalam hal SDM (sumber daya manusia) belum maksimal dan 
efektif dalam menjalankan tugasnya karena dengan melihat kualitas 
petugas/kolektor dalam memungut retribusi atau jasa pasar tidak pernah 
mencapai target selama 4 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan karena masih 
banyak sebagian wajib retrubsi yang tidak mau membayar tagihan retribusi 
atau jasa harian pasar, ini dikarenakan karena petugas atau kolektor 
kurang pendekatan dalam melakukan penagihan kepada wajib retribusi. 
3. Adapun upaya yang akan akan di laksanakan PD.Pasar Makassar Raya 
dalam meningkatkan penerimaan ratribusi (jasa) pasar Niaga Daya Di Kota 
Makassar yaitu sebagai berikut: 
 Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi 
yang ada di pasar. 
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 Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan 
pelatihan (Diklat). 
 Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap 
peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-masing 
dalam membayar tagihan.  
 Meratakan semua tarif retribusi jasa harian pasar kepada semua 
pedagang, baik yang menempati ruko, front toko, kios, lods dan 
pelataran. 
 Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka 




 Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan strategi 
peningkatan retribusi jasa pasar Niaga Daya di Kota Makassar adalah sebagai 
berikut :  
1. Proses perencanaan, terkait masalah sumber daya manusia yang 
belum optimal dalam melakukan tugasnya diharapkan PD.Pasar 
Makassar Raya melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan 
memberikan motivasi kepada semua pegawainya terutama kepada 
petugas/kolektor dalam memungut retribusi agar proses 
pemungutan retribusi dapat berjalan efektip dan optimal. 
2. Jumlah petugas penagih retribusi (kolektor) Pasar Niaga Daya 
masih perlu ditambahkan (SDM) yang profesional agar proses 
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pemungutan berjalan dengan efektif dan penerimaan retribusi jasa 
pasar dapat meningkat. 
3. Kepada petugas/kolektor pemungutan jasa pasar agar dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung 
jawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehinggan 
proses pemungutan dapat berjalan dengan efektif. 
4. Kepada PD.Pasar Makassar Raya harus memperhatikan 
kesejahteraan kolektornya karena hal ini dapat berpengaruh 
terhadap kinerja para kolektor pemungut jasa pasar khususnya 
Pasar Niaga Daya. 
5. Kepada PD.Pasar dan kepala pasar diharapkan memberikan sangsi 
tegas kepada wajib retribusi yang lalai dalam dalam tanggung 
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PEDOMAN WAWANCARA  
Pasar Niaga Daya : 
1. Bagaimana metode pelaksanaan pemungutan retribusi jasa Pasar Niaga 
Daya? 
2. Bagaimana antusias dari masyarakat ketika ada penyuluhan tentang 
program-program baru yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terkait 
dengan pasar? 
3. Apakah ada pembagian tugas kepada petugas/kolektor dalam menagih 
jasa retribusi? 
4. Apakah ada kendala atau masalah dalam melakukan penagihan kepada 
wajib retribusi? Jelaskan. 
5. Solusi apakah yang akan dilakukan terhadap wajib retribusi yang tidak 
membayar tagihan retribusi? 
6. Apakah jumlah pegawai yang ada saat ini sudah cukup memadai ? 
7. Berapa tarif retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi? 
8. Apakah retribusi yang yang dipungut langsung diserahkan ke kas 
PD.Pasar Makassar Raya? 
9. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan kepada wajib retribusi (pedagang) 




Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya: 
1. Apaakah pegawai pd pasar yang ada ditempatkan sesuai dengan 
kemampuanya masing-masing ? 
2. Apakah PD ini pernah melakukan pelatihan untuk semua  pegawai pasar, 
khususnya pasar niaga daya? Seperti apa bentuk pelatihannya ? 
3. Apakah PD pernah melakukan penyuluhan jika ada rencana / program 
dari pemerintah yang akan dilaksanakan ? 
4. Bagaimanakah tahapan perencanaan penentuan  target setiap tahunnya, 
atas dasar apa penentuan target tersebut? 
5. Apakah ada masalah dalam penentuan target setiap tahunnya? Jika iya, 
masalah-masalah seperti apa saja? Apa penyelsaian dari permasalahn 
tersebut? 
6. Bagaimanakah penyelesaian dari penyebab tidak tercapainya target 
setiap tahunnya? 
7. Bagaimanakah tahapan perencanaan penerimaan yang ingin dicapai oleh 
PD. Pasar  Makassar Raya? 
8. Dengan melihat data selama 4 tahun terakhir tentang target dan realisasi 
penerimaan retribusi (jasa) tidak pernah tercapainya target dan realisasi, 
apakah penyebab demikan ? 
9. Strategi apakah yang akan dilakukan PD Pasar Makassar Raya agar 
terjadi peningkatan penerimaan target terhadap pendapatan asli daerah? 
Lampiran 2 
Peraturan Walikota Makassar No. 12 Tahun 2006  tanggal 27 Maret 2006 
Tentang Perubahan Susunan Organisasi & Tata Kerja 
PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar  
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